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BAB I 

PENDAHULUAN                

A. Latar Belakang 

Salah satu tindak pidana yang sering di jumpai dalam kehidupan 

bermasyarakat yaitu penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum pidana 

(KUHP) adalah : 

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun    delapan   bulan atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika perbuataan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun  

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun 

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan 

(5) Percobaan untuk melakukan untuk kejahatan ini tindak pidana.  

 

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya 

yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan komentar 

lengkapnya pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak 

memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”. 

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu 

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),  rasa  sakit,  atau  

luka.  Menurut  alinea 4  Pasal  ini,  masuk  pula  dalam pengertian 

penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang.1 

                                                           
1Rahmi Zilvia dan Haryadi, “Diparsitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak   

Pidana Penganiayaan”, Pampas: Journal Of Criminal Law,Vol 1 No 1 Jambi, 2020, hlm 3. 

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271, Di akses 8 Maret 2021 

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271
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Tindak pidana penganiayaan pada dasar tindak pidana yang 

ditunjukkan terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut  

Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Marpaung, “Penganiayaan ialah 

sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain. Akan tetapi suatu 

perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat 

dianggap sebagaimana kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah 

keselamatan badan”.2 

Menurut Leden Marpaung bahwa : 

Dalam Penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan 

Pasal 351 KUHP penganiayaan dirumuskan antara lain : 

1. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 

memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau 

2. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan    

kesehatan badan orang lain.3 

 

Dengan kata lain untuk menyebutkan seseorang telah melakukan 

penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam 

melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau 

luka pada orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan 

yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan 

hukum. 

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala 

perbuatan–perbuatan  sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh 

bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya 

                                                           
2Tirtaamitdjaja dalam Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan 

Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.5 
3Ibid, hlm.6 
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dan kesengajaan diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (Mishadeling), 

yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan buah 

hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yakni (a) asas legalitas, 

yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak 

pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang; 

(b) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk 

tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan; (c) 

asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana 

secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu 

hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya 

perbuatan yang dilakukannya.4 

Dalam proses penjatuhan sanksi pidana ada masalah mengenai 

ketidakpuasaan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan. Maka dari 

itu harus ada alternatif untuk pidana penjara antara lain seperti pidana 

bersyarat. Pidana bersyarat merupakan alternatif dari sanksi pidana 

perampasan kemerdekaan, norma-norma hukum yang menyangkut pidana 

bersyarat tidak hanya dilihat dari apa yang telah dirumuskan, tetapi dikaji 

secara luas bekerjanya dalam masyarakat dari berbagai faktor 

mempengaruhinya.5 

                                                           
4Monika Dwi Putri Nababan, dan Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan 

(Tantangan Dan Permasalahan)” PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol 1 No 1 

Jambi,2020. hlm 16,  https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286. Di akses 

8 Maret 2021. 
5Moelyatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, 

Bima aksara, Jakarta, 1993, hlm. 27 

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286
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Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP 

terdapat pada Pasal 14a KUHP, Pasal 14b KUHP, Pasal 14c Ayat (1) KUHP, 

Pasal 14d, Pasal 14e KUHP, dan Pasal 14f KUHP. 

Ketentuan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai 14f 

KUHP. Dimana  Pasal 14a sebagai berikut  : 

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu 

tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan 

pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan 

pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian 

hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan 

karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 

percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut di atas 

habis, atau karena terpidana selama masa percobaan  tidak 

memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam 

perintah itu. 

(2) Hakim juga mempunyai kewengan seperti di atas, kecuali dalam 

perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara 

apabila menjatuhkan pidana denda,tetapi harus tenyata kepada 

pidana denda atau perampasan atau mungkin diperintahakan 

pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan 

ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap 

sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap 

kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal di 

jatuhi pidana denda, tidak di terapkan ketentuan Pasal 30 Ayat 

(2). 

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai 

pidana pokok juga mengenai pidana tambahan. 

(4) Perintah tidak di berikan, kecuali hakim setelah menyelidiki 

dengar cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan 

yang cukup untuk di penuhinya syarat umum, bahwa terpidana 

tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus 

jika sekiranya ditetapkan. 

(5) Perintah tersebut dalam Pasal Ayat (1) harus disertai hal-hal 

atau keadaan yang menjadi alasan perintah itu.  

 

Pasal 14b : 

(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-

pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan 

bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. 
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(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap 

dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang 

ditentukan dalam undang-undang. 

(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara 

sah. 

Pasal 14c : 

 

(1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika 

dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa 

terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat 

menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim 

dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu 

tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus 

mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh 

tindak pidana tadi. 

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan 

atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan 

Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan 

syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana 

yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama 

sebagian dari masa percobaan. 

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi 

kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana. 

 

Pasal 14d :  

 

(1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah 

pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika 

kemidian ada perintah untuk menjalankan putusan. 

(2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan 

lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di 

Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan 

yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya 

memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam 

memenuhi syarat-syarat khusus. 

(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan 

tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah 

penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur 

dengan undang-undang. 

 

Pasal 14e :  

 

Atas usul pejabat dalam pasal Ayat 1, atau atas permintaan terpidana, 

hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa 

percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa 
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percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada 

orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada 

terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, 

paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat 

diterapkan untuk masa percobaan. 

 

Pasal 14f :  

(1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul 

pejabat tersebut dalam pasal 14d Ayat 1, hakim yang memutus 

perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya 

pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas 

namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana 

selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya 

ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat 

lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa 

percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, 

karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai 

berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan 

juga cara bagaimana memberika peringatan itu. 

(2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana 

dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa 

percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak 

pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian 

berakhir dengan pemidanan yang memnjadi tetap. Dalam hal 

itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, 

hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya 

dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi. 

 

Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana 

kepada yang melanggar hukum, tetapi bertujuan juga untuk mendidik, 

membina, mengenakan pencegahan supaya orang-orang tidak melakukan 

kejahatan.  

Maksud dari pidana bersyarat ini adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah di tentukan dapat 

memperbaiki diri dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.6 

                                                           
6Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana,Universitas Diponegoro, Semarang, 

1995, hlm 105. 
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Masyarakat menganggap di terapkannya tindak pidana bersyarat 

terhadap Terpidana sering pula dianggap sebagai pembebasan pidana. 

Menurut Sampurno Djojodiharjo dikatakan bahwa : 

 Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran 

bahwa tidak semua terpidana dimasukan ke dalam penjara, 

khususnya terhadap pelanggaran yang pertama kali (first offlender) 

demi mencegah adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat 

narapida (inmate society) sebaiknya terhadap terpidana tersebut 

diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara7 

 

Pendapat ini dapat dipahami karena syarat-syarat yang ditetapkan 

oleh pidana bersyarat tidak sulit untuk dilaksanakan serta kurangnya 

pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaannya putusan pidana bersyarat 

ini menimbulkan efek negatif seperti tidak puas terhadap diri korban dan 

keluarganya, juga pandangan  dari anggota masyarakat yang tidak mengerti 

hukum. Semestinya pelaku yang harus berada di dalam penjara tetapi justru 

berada di luar tembok penjara.8 

Adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pidana bersyarat ini 

berhubungan dengan berkembangnya teori mengenai tujuan pemidanaan, di 

mana pemidanaan tidak hanya di tunjukan sebagai nestapa pada pelaku 

pelanggaran seperti ini dikemukan oleh seorang sarjana mengatakan bahwa 

pidana adalah reaksi atau delik dan ini terwujud karena suatu nestapa yang 

dengan sengaja di berikan negara kepada pembuat delik itu, namun selain 

                                                           
7Adia Nugraha, “Penjatuhan Tindak Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku 

Penganiayaan”, Fiat Justisia Journal Law, Vol. 10 No. 1, 2018, hlm.67. 

https://doi.org/11.25041/fiatjustisia.v10no1.743, di akses 8 Maret 2021. 
8Ibid , hlm 66. 

https://doi.org/11.25041/fiatjustisia.v10no1.743
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itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar 

tersebut.9 

Sebelum menjatuhkan putusan hakim pengadilan wajib mengenali 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat dan 

ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat baik dan 

jahat dari terpidana. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam 

mempertimbangkan keputusanya akan menghasilkan putusan yang benar-

benar berlandasan keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum. 

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan 

tinggi rendahnya pidana,  hakim  mempunyai  kebebasan  untuk  bergerak  

pada  batas  minimum  dan maksimum  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  

Undang-Undang  untuk  tiap-tiap tindak   pidana. Hal   ini   berarti   bahwa 

masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. 

Pedoman  pemberian  pidana  akan  memudahkan  bagi  hakim  

dalam  menetapkan pemidanaannya, setelah  terbukti bahwa  tertuduh  telah  

melakukan  perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut   

dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar 

pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan 

penjatuhan pidana atau pemidanaan lebih proporsional dan lebih  dipahami  

mengapa  pidananya  seperti yang dijatuhkan itu. Putusan  hakim  yang  baik, 

murni dan sempurna hendaknya  putusan  tersebut dapat diuji dengan empat 

kriteria dasar pertanyaan (the way test) berupa: 

                                                           
9Ibid, hlm 78 
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1. Benarkah putusan ini? 

2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini? 

3. Adilkah bagi pihak-pihak terkait dalam putusan ini? 

4. Bermanfaatkah putusan ku ini?.10 

Hakim  dalam  memutus  harus  memperhatikan  nilai  kepastian,  

keadilan, dan kemanfaatan karena peranan hakim adalah sebagai penegak 

hukum dan keadilan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  

keadilan  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun1945,  demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia. 

 

Pidana bersyarat merupakan suatu sistem pidana di dalam hukum 

pidana yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perundangan Pusat maupun 

Peraturan-Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Di dalam 

Pasal 14 a KUHP dimuat wewenang Hakim untuk memberikan Putusan 

Pidana Bersyarat dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu 

tahun penjara serta ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan 

yaitu syarat umum dan syarat khusus. 

Di dalam putusan pidana bersyarat hakim dapat menetapkan suatu 

syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang 

ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus 

                                                           
10Dewi utari dan Nys. Arfa,”Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan 

Penyalahgunaan  Narkotika”. Pampas :Journal Of Criminal Law, Vol 1 No 1 Jambi, 2020, 

hlm.142,  https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313/989, di akses 8 Maret 

2021. 

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313/989
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yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum seperti terpidana harus 

mengganti kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan pidananya serta 

lainnya tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama maupun 

kemerdekaan berpolitik bagi terpidana. Pidana bersyarat dapat diadakan 

bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Dalam 

KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “Pidana 

Bersyarat” namun pengertiannya sama saja 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling 

berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan 

seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai 

kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui 

Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum 

yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu 

kepastian hukum. 

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya 

suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam 

Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1). Dengan 

meningkatnya perkembangan kejahatan maka diperlukannya suatu 

pemidanaan yang dimana pemidanaan tersebut juga harus dilakukan suatu 

pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat 
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kejahatan. Pembaharuan hukum pidana yang menyangkut salah satu 

masalah utama di dalam hukum pidana berupa lembaga pidana ini, tidak 

akan terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tentang tujuan 

pemidanaan beserta aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari 

perkembangan teori-teori tersebut. 

Perumusan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut sangat 

bermanfaat untuk mengkaji peran suatu lembaga pidana mempunyai daya 

guna, yang dalam hal ini ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana 

tersebut untuk memenuhi berbagai tujuan pemidanaan yang bersumber pada 

baik perkembangan teori-teori yang bersifat universal, maupun sistem nilai 

yang berlaku di dalam masyarakat indonesia sendiri. Demikian pula 

lembaga pidana bersyarat yang akan dibahas di dalam Skripsi ini. 

Di dalam pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana pokok 

maupun pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara 

penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan 

diluar penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti membebaskan 

terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan 

dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan akan 

tetapi secara formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana 

hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu dijalani, 

Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah terbukti kembali 

melakukan suatu tindak pidana yang baru. 
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Dijaltuhkaln nyal pidalnal penjalral jalngkal pendek justru salngalt 

merugikaln sebalb di salmping kemungkinaln terjaldinyal hubungaln-hubungaln 

yalng tidalk dihendalki, malkal pidalnal penjalral jalngkal pendek jelals tidalk 

mendukung kemungkinaln untuk mengaldalkaln rehalbilitalsi nalralpidalnal di 

saltu pihalk, di lalin pihalk balhkaln menimbulkaln stigmal altalu calp jalhalt. 

Konsep pidalnal penjalral jalngkal pendek yalitu pidalnal penjalral yalng 

singkalt seperti saltu salmpali enalm bulaln, seperti yalng dikemukalkaln oleh 

Wolf Middendorf, yalkni pengunalaln pidalnal jalngkal pendek sehalrusnyal 

dikenalkaln untuk White Collalr Crime di malnal pidalnal dendal tidalk 

mempunyali pengalruh. Nalralpidalnal balgi pidalnal penjalral jalngkal pendek 

halrus di pisalh dengaln pidalnal penjalral jalngkal palnjalng.11 

Dallalm hal ini pada saat penulis melakukan penelitian di Wilalyalh 

Pengaldilaln Negeri Jalmbi dan melakukan sesi wawancara secara langsung 

dengan Bapak Partono dan Suwarjo hakim Pengadilan Negeri Jambi  yalng 

mana pada saat itu penulis mendapatkan atau menanyakan yang melalnggalr 

Palsall 351 Alyalt (1) yalng dijaltuhi dengaln pidalnal bersyalralt yalng malnal 

dalpalt dilihalt dalri talbel di berikut ini: 

 

Talbel 

Putusaln Tindalk Pidalnal Pengalnialyalaln Palsall 351 Alyalt (1) KUHP 

                                                           
11Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita, “Pelaksanaan Pembinaan 

Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA)”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol 1 No 1 Jambi, 2020, 

hlm.27,  https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12685/10902, di akses 8 

Maret 2021.  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12685/10902
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No Talhun Putusaln  Hukumaln 

1 2019 Nomor 701/Pid.B/2019/PN.jmb 9 bulaln penjalral 

  Nomor 365/Pid.B/2019/PN.Jmb 6 bulaln penjalral 

  Nomor 203/Pib.B/2019/PN.Jmb 10 bulaln penjalral 

2 2020 Nomor 387/Pib.B/2020/PN.jmb 1 bulaln penjalral 

  Nomor 229/Pib.B/2020/PN.jmb 10 bulaln penjalral 

  Nomor 173/Pib.B/2020/PN.Jmb 7 bulaln penjalral 

3 2021 Nomor 163/Pib.B/2021/PN.Jmb 7 bulaln penjalral 

  Nomor 231/Pib.B/2021/PN.Jmb 10 bulaln penjalral 

  Nomor 306/Pib.B/2021/PN.Jmb 10 bulaln penjalral 

Sumber daltal: Sistem Informalsi Penelusuraln Perkalral Pengaldilaln Negeri Jalmbi 

Berdalsalrkaln talbel di altals yalng menjaldi salmpel dalri penelitialn 

penulis dalri talhun 2019 salmpali talhun 2021 tidalk alda yalng di jaltuhkaln 

dengaln pidalnal bersyalralt. Aldalpun yalng di jaltuhkaln dengaln pidalnal 

bersyalralt oleh halkim terdalpalt paldal talhun 2013 paldal Nomor Putusaln 

113/Pid.B/2013/PN.Jmb. 

Dalam kasus tindak pidana yang sering terjadi di wilayah pengadilan 

negeri jambi tindak pidana penganiyaan yang paling banyak terjadi jika di 

bandingkan dengan tindak pidana kekerasan dan tindak pidana pencurian. 

tetapi dari beberapa kasus tindak pidana tersebut cuma tindak pidana 

penganiyaan yang tidak ada di terapkan dengan pidana bersyarat.  

Jika dilihat tindak pidana penganiayaan ini sering terjadi karena 

emosi spontan pelaku yang terpicu dari sikap atau kata-kata korban yang 
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melukai pelaku, dan tindak pidana penganiyaan ini bisa dengan mudah di 

selesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari sini dapat penulis simpulkan 

bahwa hakim sebaik nya dapat menerapkan pidana bersyarat terhadap 

pelaku yang hukumannya yang dibawah satu tahun. Tetapi dalam 

prakteknya hakim tidak ada menerapkan pidana bersyarat terhadap pelaku 

penganiayaan beberapa tahun belakangan ini. 

Menurut muladi meneralpkaln pidalnal  bersyalralt daln bentuk-bentuk 

allternaltif pidalnal peralmpalsaln, mempunyali keuntungaln-keuntungaln 

sebalgali berikut : 

Pertalmal, pidalnal bersyalralt memberikaln kesempaltaln kepaldal 

terpidalnal untuk memperbaliki dirinyal di dallalm malsyalralkalt, 

sepalnjalng kesejalhteralaln terpidalnal dallalm hall yalng di pertimbalngaln 

sebalgali hall yalng lebih utalmal dalri paldal risiko yalng mungkin 

diderital oleh malsyalralkalt. 

Keuntungaln yalng kedual, balhwal pidalnal bersyalralt memungkinkaln 

terpidalnal untuk melalnjutkaln kebialsalaln-kebialsalaln hidup nyal 

sehalri-halri sebalgali malnusial, yalng sesuali dengaln nilali-nilali yalng 

aldal di malsyalralkalt. 

Malnfalalt yalng ketigal, balhwal pidalnal bersyalralt mencegalh terjaldinyal 

stigmal yalng dialkibaltkaln oleh pidalnal peralmpalsaln kemerdekalaln, 

yalng oleh Richalrd D. Schwalrtz daln Jerome H. Skolnick disebutkaln 

sebalgali sallalh saltu konsekuensi di lualr hukum yalng halrus di 

perhitungkaln di dallalm kebijalksalnalaln palral penegalk hukum12.  

 

Keuntungaln lalin dallalm peneralpaln pidalnal bersyalralt yalitu dalpalt 

mencegalh terjaldinyal over kalpalsitals di lembalgal pemalsyalralkaltaln 

persoallaln over kalpalsitals bukaln malsallalh balru, melalinkaln malsallalh klalsik 

yalng sudalh sering di beritalkaln di medial malssal, dialngkalt menjaldi temal 

seminalr, menjaldi kaljialn  penelitialn daln sebalgialn besalr menjaldi keluhaln di 

                                                           
12Muladi, Op. Cit, hlm 78 
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lembalgal pemalsyalralkaltaln itu sendiri. Peneralpaln pidalnal bersyalralt di 

pengaldilaln Negeri Jalmbi dallalm kalsus pengalnialyalnaln dallalm beberalpal 

talhun ini tidalk aldal yalng di jaltuhkaln dengaln pidalnal bersyalralt. 

Berdalsalrkaln uralialn laltalr belalkalng malsallalh tersebut penulis 

tertalrik untuk menganglkalt hall tersebut sebalgali balhaln dallalm penyusunaln 

skripsi dengaln judul “Peneralpaln Pidalnal Bersyalralt Terhaldalp Pelalku 

Tindalk Pidalnal PengalnialyalalnPalsall 351 KUHP Alyalt (1) (Di wilalyalh 

Pengaldilaln Negeri Jalmbi ). 

B. Perumusaln  Malsallalh 

Perumusaln dallalm sualtu penyusunaln merupalkaln sualtu hall yalng 

penting, kalrenal digunalkaln untuk mempermudalh penulis sertal digunalkaln 

sebalgali pedomaln algalr salsalraln yalng dicalpali jelals, teralralh daln sesuali 

dengaln yalng dihalralpkaln. Berdalsalrkaln laltalr belalkalng di altals dalpalt 

dirumuskaln permalsallalhaln sebalgali berikut : 

1.  Mengapa  pidalnal bersyalralt tidak diterapkan terhadap pelalku  

pengalnialyalaln  Palsall 351 Alyalt (1) di wilalyalh Pengaldilaln Negeri 

Jalmbi? 

2. Alpal saljalkalh halmbaltaln yalng di temui dallalm meneralpkaln pidalnal 

bersyalralt terhaldalp pelalku pengalnialyalaln Palsall 351 Alyalt (1) di wilalyalh 

Pengaldilaln Negeri Jalmbi? 

C.  Tujualn daln Malnfalalt Penelitialn 

1. Tujualn penelitialn  : 
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a. Untuk mengetalhui daln mengalnallisis peneralpaln pidalnal bersyalralt 

terhaldalp pelalku pengalnialyalaln Palsall 351 Alyalt (1).  

b. Untuk mengetalhui daln mengalnallisis halmbaltaln yalng ditemui dallalm 

peneralpaln pidalnal bersyalralt terhaldalp pelalku pengalnialyalaln Palsall 351 

Alyalt (1). 

2. Malnfalalt Penelitialn 

Penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln malnfalalt balik secalral 

teoretis malupun secalral pralktis : 

a. Secalral teoretis  

1. Memberi walwalsaln mengenali calral peneralpaln pidalnal bersyalralt terhaldalp 

pelalku pengalnialyalaln 

2. Memberi walwalsaln mengenali halmbaltaln dallalm peneralpaln pidalnal 

bersyalralt terhaldalp pelalku pengalnialyalaln. 

b. Malnfalalt pralktis dihalralpkaln halsil dalri penelitialn ini dalpalt memberikaln 

malsukaln daln sumbalngaln pemikiraln balgi malsyalralkalt terkalit dengaln 

peneralpaln pidalnal bersyalralt terhaldalp pelalku pengalnialyalaln. 

 

 

D. Keralngkal Konseptuall 

Untuk mengetalhui malksud dallalm penulisaln skripsi ini daln untuk 

mempermudalh pembalhalsaln, malkal penulis menjelalskaln istilalh altalu  altalu 

pengertialn dalri judul skripsi di altals, yalitu : 

1. Peneralpaln  
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Menurut KBBI peneralpaln aldallalh “perbualtaln meneralpkaln”13, 

sedalngkaln menurut palral alhli peneralpaln sualtu perbualtaln menjallalnkaln 

sualtu teori, metode, altalu hall lalin untuk mencalpali sualtu tujualn tertentu 

yalng di inginkaln oleh sualtu kelompok yalng telalh terencalnal daln tersusun 

sebelumnyal”.14 

2. Pidalnal bersyalralt 

Pidalnal bersyalralt, yalitu “Pidalnal altals kebebalsaln seseoralng dimalnal 

halkim dalpalt menetalpkaln sualtu syalralt umum yalitu balhwal terdalkwal 

selalmal malsal percobalaln yalng ditentukaln tidalk alkaln melalkukaln sualtu 

perbualtaln pidalnal, daln syalralt khusus yalitu ditunjukkaln kelalkualn 

terdalkwal”15. Pidalnal bersyalralt dalpalt dialdalkaln bilalmalnal halkim 

menjaltuhkaln pidalnal penjalral palling lalmal 1 ( saltu) talhun. Dallalm KUHP 

tidalk terdalpalt istilalh hukumaln percobalaln melalinkaln “pidalnal bersyalralt” 

nalmun pengertialnnyal salmal saljal. 

 

 

3. Pelalku 

Aldalpun jenis pelalku tindalk pidalnal yalng dialtur dallalm ketentualn 

Palsall 55 Alyalt (1) Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal aldallalh sebalgali 

berikut : 

Dipidalnal sebalgali pembualt sesualtu  tindalk pidalnal : 

                                                           
13Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus besar Bahasa Indonesia, PN Balai 

Pustaka, Jakarta 1989. 
14Ibid, hlm 302 
15Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di 

Indonesia, Akademika Pressindo, 1983, hlm.31. 
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Ke-1. Oralng melalkukaln, yalng menyuruh melalkukaln, turut 

melalkukaln perbualtaln itu. 

Ke-2. Oralng yalng dengaln pemberialn upalh, perjalnjialn sallalh 

memalkali kekualsalaln altalu malrtalbalt, memalkali palksalaln, alncalmaln, 

altalu tipu kalrenal memberi kesempaltaln, ikhtialr altalu keteralngaln, 

dengaln sengaljal menghalsut supalyal perbualtaln itu dilalkukaln.  

 

4. Tindalk Pidalnal Pengalnialyalaln  

Pengalnialyalaln aldallalh sualtu kaltal jaldialn altalu kaltal sifalt yalng beralsall 

dalri kaltal sifalt yalng beralsall dalri kaltal dalsalr “alnialyal” yalng mendalpalt 

alwallaln “pe” daln alkhiraln “aln”, sedalngkaln pengalnialyalaln itu sendiri 

beralsall dalri kaltal bendal yalng beralsall dalri kaltal alnialyal yalng menunjukkaln 

subyek altalu pelalku pengalnialyalaln itu. Pengalnialyalaln aldallalh perlalkualn 

sewenalng-wenalng(penyiksal, penindalsaln, daln sebalgalinyal)16.  Dallalm 

Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal Menurut Yurisprudensi 

mengalrtikaln pengalnialyalaln yal itu sengaljal menyebalbkaln peralsalaln tidalk 

enalk ( penderitalaln), ralsal salkit (pijn), altalu lukal. 

Tindalk pidalnal pengalnialyalaln merupalkaln sallalh saltu tindalk 

kejalhaltaln dibentuknyal kejalhaltaln terhaldalp tubuh malnusial (misdrijven 

tegen het liif) ini ditunjukaln balgi perlindngaln kepentingaln hukum altals 

balgialn dalri tubuh yalng mengalkibaltkaln ralsal salkit, lukal, balhkaln lukal 

yalng sedemikialn yalng dalpalt menyebalbkaln kemaltialn.17 

                                                           
16W.J.S Poerwadarrminta, Kamum Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 

Jakarta, 1994, hlm. 48. 
17Syarah Annisa dan Elly Sudarti,”Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan 

Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi”  PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol 2 

No 3, Jambi, 2021. hlm.27, https://online-

journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12685/10902  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12685/10902
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12685/10902
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Tindalk pidalnal pengalnialyalaln paldal Palsall 351 Alyalt (1) menyaltalkaln 

balhwal :  

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah”. 

Berdalsalrkaln pengertialn  konsep di altals diketalhui balhwal malksud 

yalng dikalndung dalri judul skripsi ini aldallalh sualtu pemalpalraln mengenali 

peneralpaln pidalnal bersyalralt terhaldalp pelalku pengalnialyalaln yalng 

diputuskaln halkim sebalgali pertalnggungjalwalbaln pelalku yalng melalnggalr 

Palsall 351 Alyalt (1) Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal. 

E. Lalndalsaln Teoretis 

1. Teori Kepalstialn Hukum 

Untuk menentukaln pertalnggungjalwalbkaln pidalnal terhaldalp sualtu 

perbualtaln tentu salngalt terkalit dengaln sualtu tindalk pidalnal altalu perbualtaln 

pidalnal. Dallalm teori kepalstialn hukum menurut Jaln Michiel Otto 

mendefinisikaln sebalgali kemungkinaln balhwal dallalm situalsi tertentu : 

1) Tersedial alturaln-alturaln yalng jelals (jernih), konsisten daln 

mudalh diperoleh, diterbitkaln oleh daln dialkui kalrenal 

(kekualsalaln) negalral. 

2) Instalnsi-instalnsi pengualsal (pemerintalh) meneralpkaln alturaln-

alturaln hukum tersebut secalral konsisten daln jugal tunduk daln 

talalt kepaldalnyal. 

3) Walrgal negalral prinsipiil menyesualikaln perilalku merekal 

terhaldalp alturaln-alturaln tersebut. 

4) Halkim-halkim peraldilaln yalng malndiri daln tidalk berpikir 

meneralpkaln alturaln-alturaln hukum tersebut secalral konsisten 

sewalktu merekal menyelesalikaln sengketal hukum. 

5) Keputusaln peraldilaln secalral konkret dilalksalnalkaln.18 

                                                           
18Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 6 
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Menurut Sudikno Mertukusumo, “kepalstialn hukum merupalkaln 

sebualh jalminaln balhwal hukum tersebut halrus dijallalnkaln dengaln calral yalng 

balik”19. Kepalstialn hukum menghendalki aldalnyal upalyal pengalturaln hukum 

dallalm perundalng-undalngaln yalng dibualt oleh pihalk yalng berwenalng daln 

berwibalwal, sehinggal alturaln-alturaln itu memiliki alspek yuridis yalng dalpalt 

menjalmin aldalnyal kepalstialn hukum berfungsi sebalgali alturaln yalng halrus 

ditalalti.20 

2. Teori Pemidalnalaln 

Dallalm ilmu hukum pidalnal, tindalk pidalnal merupalkaln balgialn yalng 

palling pokok daln salngalt penting dallalm Balhalsal Belalndal di sebut 

stralfbalalrfei, terdiri altals tigal suku kaltal yalitu, Stralf  yalng dialrtikaln sebalgali 

pidalnal daln hukum, balalr dialrtikaln sebalgali dalpalt daln boleh, daln feit yalng 

dialrtikaln sebalgali tindalk, peristiwal, pelalnggalraln, daln perbualtaln. Di dallalm 

Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) tindalk pidalnal jugal 

merupalkaln terjemalhaln dalri stalrbalalrfeit tetalpi tidalk aldal penjelalsalnnyal. 

Tindalk pidalnal bialsalnyal disalmalkaln dengaln delik, yalng beralsall dalri 

balhalsal laltin yalitu delictum. Tindalk pidalnal aldallalh perbualtaln yalng 

dilalralng oleh sualtu alturaln hukum, lalralngaln malnal disertali alncalmaln 

(salnksi) yalng berupal pidalnal tertentu balgi balralng sialpal yalng melalnggalr 

lalralngaln tersebut menurut Moeljaltno21.  

                                                           
19Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia,Rajawali Press, Jakarta,2012, 

hlm.23 
20Ibid,  hlm.23 
21Mulyadi Pawennei dan Rahmanuddin Tomalit, Hukum Pidana, Mitra Wacana 

Media. Jakarta, 2015,  hlm.10 
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 Dallalm upalyal menentukaln sebalb-sebalb timbulnyal sualtu kejalhaltaln 

perlu dipertimbalngkaln hubungaln alntalral perbualtaln kejalhaltaln dengaln 

beberalpal falktor yalng mempengalruhinyal. Intinyal balhwal setialp tindalk 

pidalnal itu balru dipidalnal jikal aldal alturaln yalng mengalturnyal altals perbualtaln 

pidalnal yalng diberikaln kepaldal tindalk pidalnal merupalkaln sallalh saltu untuk 

mencalpali tujualn hukum pidalnal seperti yalng dikemukalkaln dallalm teori-

teori pemidalnalaln sebalgali berikut : 

1. Teori albsolut altalu teori Pemballalsaln ( Retributive) 

Menurut teori ini, balhwal tujualn pemidalnalaln tidalk lalin untuk 

memberikaln pemballalsaln kepaldal pelalku tindalk pidalnal. Malsyalralkalt 

tidalk relal dengaln dilalnggalrnyal normal dallalm malsyalralkalt. Oleh sebalb 

itu malsyalralkalt menghendalki pelalku tindalk pidalnal diberikaln salnksi. 

2. Teori Relaltif altalu Teori Tujualn ( Utilitalriun) 

Teori ini dalpalt bertujualn untuk melalkukaln pembinalaln terhaldalp 

nalralpidalnal, alkaln tetalpi jugal dalpalt bertujualn untuk mengalsingkaln 

nalralpidalnal. Jaldi yalng diutalmalkaln dallalm teori ini aldallalh dengaln 

melihalt tujualn dalri pemidalnalaln itu sendiri 

3. Teori Galbungaln 

Teori ini galbungaln dalri teori pemballalsaln daln teori tujualn. Menurut 

teori ini, pemidalnalaln merupalkaln pemballalsaln terhaldalp normal yalng 

dilalralngnyal, alkaln tetalpi jugal bertujualn untuk melalkukaln pembinalaln 
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balgi nalralpidalnal algalr dalpalt menjaldi oralng yalng bergunal balgi 

malsyalralkalt.22 

F. Metode Penelitialn 

Metode penelitialn merupalkaln sebualh entitals yalng talk terpisalhkaln 

dallalm sebualh penelitialn, sebalb metode penelitialn merupalkaln sebualh 

sistem kerjal yalng digunalkaln untuk mencalpali tujualn dallalm penelitialn. 

Penggunalaln metode penelitialn dallalm proses malupun halsil penelitialn 

merupalkaln saltu kesaltualn yalng tidalk terpisalhkaln. Berdalsalrkaln hall ini, 

penulis menentukaln daln memilih metode yalng tepalt algalr tujualn tercalpali 

secalral malksimall. 

1. Lokalsi penelitialn 

Lokalsi yalng di pilih dallalm penelitialn ini bertempalt di Jalmbi. 

Khusus nyal di wilalyalh Pengaldilaln Negeri Jalmbi. 

2. Spesifikalsi Penelitialn 

Spesifikalsi penelitialn yalng dilalkukaln aldallalh Deskriptif yalitu yalng 

memalpalrkaln pelalksalaln peneralpaln pidalnal bersyalralt terhaldalp pelalku 

pengalnialyalaln. 

3. Tipe Penelitialn 

Tipe penelitialn yuridis Empiris, yalkni yalng merupalkaln pemalpalraln 

yalng bertujualn untuk memperoleh galmbalraln lengkalp tentalng kealdalaln 

tertentu daln paldal salalt tertentu, altalu mengenali gejallal yuridis yalng aldal, 

                                                           
22Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika 

Aditama, Bandung, 2006, hlm.87 
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altalu peristiwal hukum tertentu yalng terjaldi di dallalm malsyalralkalt. Dallalm 

hall ini tipe penelitialn deskriptif bertujualn untuk menggalmbalrkaln daln 

menjelalskaln tentalng peneralpaln pidalnal bersyalralt terhaldalp pelalku 

pengalnialyalaln. 

4. Taltal calral penalrikaln salmpel 

Dallalm penelitialn ini penulis menggunalkaln teknik porposive 

salmpling (salmpel bertujualn ), alrtinyal memilih salmpel berdalsalrkaln 

penilalialn tertentu kalrenal unsur-unsur altalu unit-unit yalng dipilih dialnggalp 

mewalkili populalsi. 

Berhubungaln dengaln ciri-ciri kalralkter dalpalt berupal pengetalhualn, 

pengallalmaln, pekerjalaln daln altalu jalbaltalnyal yalng bersalngkutaln dengaln 

malsallalh penelitialn alntalral lalin: 

a. 2 oralng Halkim Pengaldilaln Negeri Jalmbi 

b. 1 oralng Jalksal Penuntut Umum 

5. Sumber daltal  

Untuk memperoleh daltal-daltal dallalm penulisaln skripsi ini malkal 

penulis menggunalkaln sumber daltal : 

1) Balhaln hukum primer  

Disini penulis memperhaltikaln daln mempelaljalri perundalng-undalngaln 

terutalmal KUHP. 
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2) Balhaln hukum sekunder  

Yalitu balhaln-balhaln yalng eralt hubungalnnyal dengaln balhaln hukum 

primer yalng dalpalt membalntu mengalnallisis daln menalngalni balhwal 

hukum primer yalng berupal halsil-halsil kalryal ilmialh palral salrjalnal. 

3) Balhaln hukum tersier 

Balhaln yalng memberikaln informalsi tentalng balhaln hukum primer daln 

sekunder berupal Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial. 

6. Teknik pengumpulaln salmpel 

a. Walwalncalral  

Yalitu dengaln melalkukaln walwalncalral terbukal dengaln melalkukaln talnyal 

jalwalb secalral lalngsung kepaldal responden dengaln menggunalkaln 

pedomaln pertalnyalaln yalng telalh dibualt terlebih dalhulu terstruktur untuk 

mendalpaltkaln daltal yalng diperlukaln. 

b. Studi dokumen 

Yalitu dengaln mempelaljalri kepustalkalaln daln literaltur yalng aldal, yalng 

berkalitaln dengaln malsallalh yalng di teliti berupal halsil kalralngaln salrjalnal 

daln peralturaln-peralturaln yalng berkalitaln dengaln penelitialn daln 

penulisaln ini. 

7. Alnallisis daltal 

Dalri daltal yalng diperoleh balik daltal primer malupun daltal sekunder 

yalng dikumpulkaln daln di seleksi sertal diklalsifikalsikaln, kemudialn 

dialnallisis secalral kuallitaltif , yalitu daltal yalng telalh di susun, di 

sederhalnalkaln daln kemudialn di jelalskaln sesuali dengaln kriterialnyal, 
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selalnjutnyal dilalkukaln penalrikaln kesimpulaln dengaln metode deduktif yalng 

dengaln mempelaljalri hall-hall umum memperoleh kesimpulaln yalng khusus. 

G. Sistemaltikal Penulisaln 

Dallalm penulisaln Skripsi ini terdiri dalri 4 (empalt ) Balb daln dalri 

balb-balb tersebut terbalgi lalgi dallalm sub-sub daln selalnjutnyal sub-sub itu 

sebalgali terbalgi lalgi menjaldi balgialn-balgialn terkecil. Aldalpun isi dalri 

skripsi ini aldallalh sebalgali berikut: 

BAlB I  : PENDAlHULUAlN 

Pendalhulualn dallalm balb ini menguralikaln laltalr 

belalkalng  malsallalh, perumusaln malsallalh, Tujualn daln 

Malnfalalt penelitialn, Keralngkal konseptuall, Lalndalsaln 

teoretis, metode penelitialn daln sistemaltikal 

penulisaln. 

BAlB II  : TINJAlUAlN UMUM PIDAlNAl BERSYAlRAlT, 

PELAlKU TINDAlK PIDAlNAl, DAlN TINDAlK 

PIDAlNAl PENGAlNIAlYAlAlN 

Paldal balb ini merupalkaln Tinjalualn umum tentalng 

tindalk pidalnal daln Tinjalun umum tentalng Tindalk 

Pidalnal Ringaln daln Tinjalualn umum Pidalnal 

Bersyalralt. 
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BAlB III : PENERAlPAlN PIDAlNAl BERSYAlRAlT  

TERHAlDAlP PELAlKU PENGAlNIAlYAlAlN 

PAlSAlL 351 AlYAlT (1) (DI WILAlYAlH 

PENGAlDILAlN NEGERI JAlMBI) 

Paldal balb ini merupalkaln balb pemalbalhalsaln sesuali 

dengaln perumusaln malsallalh mengenali Alnallisis 

Putusaln Pengaldilaln Negeri Jalmbi. 

BAlB IV  : PENUTUP 

Merupalkaln balb penutup yalng memualt kesimpulaln 

dalri alpal yalng telalh diuralikaln penulis dallalm balb 

sebelumnyal daln jugal berisikaln salraln untuk 

mendukung  pihalk-pihalk yalng berkalitaln dallalm 

meneralpkaln Salnksi Pidalnal 
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